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Abstract: Political Communication Local Government and DPRD in Formulation APBD. Daily
politiciansareliving from stage to stage. From timeto time they ever prosecuted present in front
of the stage (front stage) to display aformal role. There, they convey messages politikyathrough
committee meetings, plenary session, event or special committee hearing with the local
government, especially regarding the budget revenue and expenditure. It is very interesting to
note, because of political communication events are constructed by politicians in Parliament
Rokan Hulu and the government tends to create fear in the community, in an institution like
Parliament. Allegedly there is a fairly dominant share of the factors that affect political
communication that may feel urged to seek political communication factors.

Abstrak: Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan APBD.
Keseharian politisi adalah hidup dari panggung ke panggung. Dari waktu ke waktu mereka
senantiasa dituntut hadir di panggung depan (front stage) untuk menampilkan peran formalnya.
Disitu merekamenyampai kan pesan-pesan politikyamelalui rapat-rapat komisi, sidang paripurna,
gjang panitia khusus atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah terutama mengenai
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini sangat menarik untuk diketahui,
karena peristiwa komunikasi politik yang dibangun oleh palitisi-politisi di DPRD Rokan Hulu
dengan pemerintah cenderung menimbulkan rasatakut pada masyarakat, dalam sebuah lembaga
seperti DPRD. Diduga terdapat andil yang cukup dominan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi komunikasi politik yang ada sehingga menjadi terasa mendesak adanya untuk

mencari faktor-faktor komunikasi politik.

Kata Kunci: Komunikasi politik, pemerintah daerah, DPRD, dan APBD.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah setiap tahun anggaran me-
ngajukan RAPBD kepada DPRD yang berisi
semuausulan program dan kegiatan berdasarkan
usulan masing-masing satuan kerja. Usulanitu
disertal dengan alokas anggaran yang dibutuh-
kan. DPRD padadasarnyamempunyai cukup
waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan
secaramatang terhadap usulan tersebut. Bebe-
rgpapersoa anyang sering muncul dan berakibat
moral hozards (yang terjadi karena memang
sudah adamaksud-maksud tertentu yang kurang
baik).

Kondis yang demikianitutidak boleh ter-
jadi sehinggadiperlukan sikap jujur dan tran-
sparansi yang dilandasi prinsip niat baik dari
keduabelah pihak, yakni DPRD dan Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan amanat rakyat.
RAPBD yang diusulkan perlu dibahasdan disah-
kan menjadi APBD harus benar-benar selaras

dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dimaksud-
kan agar semuausulan kegiatan tidak melebihi
kemampuan penerimaan yang dapat dicapai,
agar tidak terjadi defisit anggaran, sambil mem-
perhatikan fungsi alokas anggaran, distribus
anggaran, dan stabilisas anggaran.

Dari pihak pengusul APBD yaitu Pemerintah
Daerah terkadang RAPBD yang disampaikan
sangat terlambat diterima DPRD, sehingga
legidator daerah mengaami kesulitan untuk me-
nilai dan mengkritis semuausulan pemda. Ba-
nyaknyausulan sangat tidak mungkin dicermati
satu persatu dalam waktu yang terbatas. Diper-
parah dengan RAPBD yang diusulkan meng-
gunakan acuan“ minima daam penerimaan dan
maksmd daam pengduaran”. Akibatnyapotens
penerimaan tidak tergali dengan baik, sebab
jumlah penerimaan dibuat under target, semen-
taraaokas belanjadisusun penuh dengannilai
mark up.
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Persoalan yang muncul dari DPRD selaku
lembagayang harusmenyetujui RAPBD menjadi
APBD, banyak penggunaanggaran dari satuan
kerjapengusul anggaran dari Pemerintah Daerah
yang mencobalangsung melakukan pendekatan
kepada DPRD agar usulannyadiloloskan. Aki-
batnya s stem dan mekanismekerjarusak. Se-
mentara pihak DPRD banyak muncul kepen-
tingan pribadi dan golonganyang dijadikan dasar
mengambil keputusan, sehinggasistem dan me-
kanismeterjadi pengrusakan dan pembusukan.
Banyak usulan kegiatan yang muncul dadakan
berasal dari belakang mgaDPRD, tidak melaui
satuan kerjasesua peraturan.

Hal terpenting dan sangat berpengaruh da-
lam hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD di
daerah add ah pel aksanaanfungs budgeting oleh
DPRD. Hal ini menjadi penting mengingat hal
tersebut berimplikas langsung padakehidupan
masyarakat. Selainitu fungsi pengganggaran
merupakan satu dari tigafungs DPRD yang se-
caralangsung membangun kemitraan yang stra-
tegisbersamadengan Pemerintah Daerah. Juga
pel aksanaan fungs pengganggaranini akan ber-
pengaruh pulapadape aksanaan fungs lainnya
Perumusan kebijakan baru dalam proses peng-
anggaran di daerah hendaknyamemperhatikan
dua konteks secara umum. Pertama, DPRD
perlumemperhitungkan kepentingan masyarakat
umum secara optimal. Upayaini merupakan
proses politik yang rumit, dalam kenyataannya
DPRD harus menyeimbangkannyadengan ke-
pentingan partai politik dan kelompok kelompok
strategis yang telah memberikan dukungan
kepadapartal yang menjadi tumpangan palitiknya
selamaproses pemilihan. Kedua, DPRD harus
mempunyai kepadtasformulas dan sinkronisas
kebijakan penganggaran di daerah, tanpakapa-
Stastersebut DPRD sulit memberikan evaluas
dan persetuj uan secaramapan terhadap usulan
anggaran yang disampaikan oleh pemeritah
daerah.

Keduahal tersebut menjadi pertimbangan
obyektif dalam pengambilan keputusan daerah
terkait dengan penganggaran di daerah. Dari hal
tersebut di atas telah jelas bahwa penetapan
APBD merupakan hal terpenting dalam proses

pembangunan daerah. Demikian halnyajugadi
K abupaten Rokan Hulu, prosespenetapan APBD
ini melalui prosesyang cukup panjang dan me-
libatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya
Pemerintah Daerah dan DPRD yang memberi-
kan peranyang sangat sgnifikan daam menentu-
kankomposis APBD, mulai dari arah, kebijakan,
nilai, sampal padapenga okasian anggaran.

Empat puluh limaanggotalegidatif Kabu-
paten Rokan Hulu dari berbagai latar bel akang
partai politik dan pendidikan sertadisiplinilmu
yang berbeda, secarakelembagaan mengguna-
kanfungs penganggaran yang dimiliki DPRD
dalam proses penyusunan APBD. DPRD ber-
sama-sama pemerintah daerah melakukan
proses penyusunan APBD mulai dari tahap pen-
jaringan aspiras masyarakat, penentuan prioritas
dan plafon anggaran, sertaproses pembahasan
rancangan APBD sampai pada penetapan dan
realisas anggaran. Hal ini dijelaskan ddamUU
No. 32 Tahun 2004 pasal 136 yang menyebutk-
an bahwa: “Para anggota DPRD dan Kepala
Daerah secarabersama- samamerumuskan dan
menetgpkan peraturan daerah” . Dalam hubungan
kemitraan antara Pemerintah Dagrah dan DPRD
di Kabupaten Rokan Hulu, khususnyadalam ha
penetapan APBD, maka diadakan penelitian
untuk mengandisissgauh manakomunikas po-
litik kedualembagatersebut melaksanakan ama
nah yang disyaratkan oleh UU No. 32 Tahun
2004.

Komunikasi politik pada dasar aktivitas
politik sertainformas yang disampaikan ddam
sebuah sistem politik. Kalau berbicaratentang
sstem politik makasecarasederhanasistem po-
litik dapat diartikan sebagal hubungan yang ter-
jadi ddam suprastruktur politik daninfrastruktur
politik. Sistem politik adal ah pel embagaan dari
hubungan antaramanusiayang dilembagakan
dalam bermacam-macam dan politik, baik supra-
struktur politik dan infrastruktur politik.

Sebenarnyauntuk mendefiniskan komuni-
kas politik, akan banyak perspektif yang dapat
diketengahkan, termasuk jugacarauntuk meng-
analisskomunikas politik itu sendiri. Secara
sederhanakomunikas politik didefinisikan se-
bagai hasil yang bersifat politik apabilamereka
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menekan pada hasil. Di sisi lain bagi mereka
yanglebihmenekankan fungs komunikas palitik
dalam sistem poalitik. Komunikas politik di sini
dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang
terjadi dalam suatu sistem politik dan antara
sstemtersebut dengan lingkungnnya.

Komunikas politik dapat dilihat dalam arti
sempit maupundaamarti luas. Ddam arti sempit
komunikasi politik adaah setigp bentuk penyam-
paian pesan, baik dalam bentuk lambang-
lambang maupun dalam bentuk kata-katatertulis
atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat
yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang
ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu.
Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik
adal ah setiap jeni s penyampai an pesan, khusus-
nyayang bermuataninfopolitik dari suatu sumber
kepada sejuml ah penerimapesan.

Penditianini bertujuan untuk megetahui dan
menj el askan faktor-faktor yang mempengaruhi
komunikad politik antaraPemerintah Dagrah dan
DPRD dalam penyusunan APBD Kabupaten
Rokan Hulu tahun 2011.

METODE

M etode pendlitian yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif dengan mengede-
pankan hasil wawancaradan observas pendliti
terhadap objek penditian. Informan ditentukan
dengan menetapkan politis-politis yang terlibat
secaralangsung yang adadi Badan Anggaran
DPRD Rokan Hulu dalam pembahasan penyu-
Sunan anggaran pendapatan dan belanjadaerah
beserta utusan dari pejabat pemerintah Kabu-
paten Rokan Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami peristiwakomunikasi politik
yang terjadi di DPRD RokaHulu paling tidak
dapat dilihat bahwa pada sejumlah peristiwa
penyampaian pesan politik di DPRD RokanHulu
yang mengandung muatan kekerasan baik yang
tersgjikan ke publik maupun tidak, akhirnya
dapat diungkapkan dan dimaknai oleh pelaku
komunikas politik itu sendiri. Sebagian besar
informan menyatakan bahwa'* perigtiwakomuni-

kasi politik yang terjadi dalam penyampaian
pesan-pesan politik di DPRD Rokan Hulu di-
lakukan oleh politisi tergantung pada latar
belakang individual dan pengalaman politik
politis itu sendiri dan tidak terkait dengan latar
bel akang kepartaian atau dari partal manapolitis
ituberasal.

Latar Belakang Kepartaian

Panggung politik DPRD RokanHuludihias
olehpalitid yang berasd dari beragam partal yang
nyaristidak adaperbedaan jumlah yang menyo-
lok dibanding ketikaigtilah* mayoritastunggd”.
Nyaristidak adapulaperbedaan modd perilaku
yang dapat dijadikantifikal antarasatu politis
dengan politis lainnya, sehinggamode! perilaku
politisipun yang sebelumnyanyaris seragam
ketikamemaknal perannyaterutamadi panggung
depan dan di panggung depan itu sgja yang
menjadi wacana sepanjang periode keberadaan
politis di parlemen.

Reformas telah merubah segalanya, pang-
gung politik ternyata menjadi |ahan yang tak
pernah kering dari fenomenapolitik yang sekecil
apapun dapat dilihat secara kasat mata oleh
publik. Paraaktor politik sebagal pemain benar-
benar menjadikan panggung itu sebagal ajang
pementasan skenario politik yang justru sering-
kai melenceng dari skenario panggung belakang.
Hal ini memberi isi padaprosesberdemokras
jugamenjadi lebih bervarias seperti variasnya
partal politik yang mengantarkan kadernya
menjadi politis.

Berdasarkan pengematan pendliti, terlihat
hampir semuapolitis tampil “keren” baik yang
tuaapalagi yang mudadipanggung depan juga
belakang. Gayaberbusanamenjadi smbol front
stage yang jauhlebih dominandilihat dari smbol
lainnya. Gayabicarayang dikemasdi panggung
depan padarapat fraksi, komis dan paripurna
terutamamemperlihatkan prosespencitraanyang
senggadiidedissr dandiungkusddam suasana
yang sangat formal.

Berdasarkanhd itu pulamakamode temuan
tentang panggung politik di DPRD Rokan Hulu
memperlihatkan bahwaselain panggung depan
(front stage) dan panggung bel akang (back stage),
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parapolitis memiliki sebuah panggunglainyang
menjadi g ang pementasan peran politiknyada-
lam mengkomunikasikan pesan politik tetap
dengan statusdan smbol yang melekat sebagai
politisi. Panggung itu adal ah panggung tengah
yang biasanya menjadi gjang kompromistis
antarapanggung depan dan panggung belakang.

Padapanggung tengahini pulapolitis ber-
main meski tengah tidak dalam tugas sebagai
politis, iamemainkan peran politik baik sebagai
pembicaramaupun ha lainnyayang dengantetap
menyandang kapasitas dan identitas politisi
mereka. Panggung depan jika dilihat berda-
sarkan perspektif Goffman dengan dramaturgis-
nya, selayaknyamenjadi panggung pertunjukan
bagi parapolitis untuk melakukan pengel olaan
kesanatascitradirinya. Di panggung depanitulah
mereka harus melakukan impression mana-
gement yang mungkin bisamemukau, menjeng-
kelkan atau bahkan memuakkan bagi para
penontonnya. Adakesan bahwapanggung itu
ternyatadimaknai secaraberagam oleh politis
yang beragam pulasehingganyarismerekamen-
ciptakan panggung bel akang menjadi panggung
depan, panggung tengah menjadi panggung
depan dan panggung depan bahkan menjadi
panngung depan sekaligus panggung belakang.

Panggung depan add ah sebhuahwilayahyang
dalam aktivitas peakunyadapat diamati, dinik-
mati dan diapresias oleh penonton baik secara
langsung maupun tidak langsung. Panggung
tengah add ah sehuah wilayah dari panggungyang
bisajadi diamati, dinikmeati dan digpresias tetapi
bisajugatidak. Sedangkan panggung belakang
ada ah sebuah wilayah yang layaknyasteril dari
penonton namun disanaah langkah awa politis
untuk menggagasidedanintuis politik dalam
menterjemahkan peran keterwakilanyang disan-
dang olehmereka. Panggunginilahyangternyata
menjadi kacau jikabersentuhan degan bagai -
manasebuah pesan palitik dikomunikaskanoleh
pelakunya

Melihat aktivitas politik di DPRD Rokan
Hulu adal ah sebuah kesempatan yang meng-
asyikkan. Jadwa sidang komisi, fraks maupun
rapat dengar pendapat komisi-komis di DPRD
Rokan Hulu dengan pemerintah yang kadang

kaladilakukan serentak di berbagai komis de-
ngan mitrakerjanyamas ng-masing, cukup men-
jadi kendalabagi pendliti sekaligusaktor politik
untuk mengikuti kegiatan 9dang yang satu dengan
tuntasgunamengegar jadwal sdanglainnya.

Aktivitaspolitis yang melibatkan proses
komunikas politik yang paling menarik untuk
diamati adalah prosesrapat dengar pendapat di
panggung depan antarakomisi dengan peme-
rintah sebagai mitrakerja. Momenini diamati
sebagai proses komunikasi politik bahwaapa
yang mebuat bahasaverba dan nonverba men-
jadi politis bukanlah karenabentuk atau kosa
katanyamdinkan karenasubstang informes yang
dihadirkan, setting dimanainformas disebarkan
dan karenafungs yang dijalankan.

Tidak adaperbedaan dan dikotomi perilaku
politik tertentu antaraindividu politis yang ber-
asal dari partai politik A ataukau partai politi B
termasuk dalam melakukan komunikas politik
atau pertukaran pesan politik yang mengandung
muatan kekerasan. Inilah salah satu preposis
yang berhasil dibangun dalam penelitianini.
Artinyamemang tidak ada perbedaan yang cu-
kup meyakinkan bahwa seorang politis yang
berasal dari parta politik memiliki plaiform partai
yang berbeda.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat
perbedaan perilaku dari beberapapolitis yang
diindikasikan melakukan proses pertukaran
pesan politik yang mengandung muatan kekera-
san, dimanapel akunyaternyatabisaberasd dari
partai Golkar, Demokrat, PDIP, bisaPAN, PKS
atau partal lain yang tidak merupakan partal
besar di DPRD Rokan Hulu. Meski sebelumnya
adakecenderungan opini yang telah terbentuk
di tangah masyarakat bahwa politis PDIPlah
yang dianggap potensid untuk mel akukan keke-
rasan dadam komunikas palitik.

Latar Belakang Individual

Berdasarkan pengamatan penulisyang di-
lakukan terbangun preposis bahwaciri-ciri (ka-
rakteristik individu) baik yang positif maupun
negatif |ebih dominan mempengaruhi perilaku
politik politis di DPRD Rokan Hulu dari pada
karakteridtik partal yang diwekili. Artinya, ambis
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material merupakan motif dominan bagi orang
untuk menjadi anggotaDPRD Rokan Hulu.

Didukung hasi| wawancaramendalam dan
pengmatan panjang sampai ke ruang pribadi
politis, peneliti menemukan banyak perbedaan
keadaan seseorang politisi dari sebelum dan
sesudah menjadi anggotadewan jikadilihat dari
segi materi. Meski ada beberapadiantaranya
yang memang sebel um menjadi anggotadewan
merupakan seorang pengusahasukses, maupun
pemilik perusahaan tertentu, tetap saja dapat
dilihat perbedaan yang nyaris seragam bahwa
kebanyakan politis rata-ratatampil lebihmemu-
kau setelah menjadi anggotaparlemen.

Berdasarkan pengamatan penulis, baik bu-
sanamaupun assesorislainnyaseperti menjadi
simbol yang sangat dibanggakan oleh sebagian
besar anggotadewan. Busanadan assesorisitu
menjadi ssimbol front stage yang terbawa ke
back stage. Secaraidentitas merekalebih me-
nonjol bahkan menimbulkan jarak komunikasi
ataspesan politiknya, terutamauntuk lebih me-
nekankan kemampuan berkomunikasi politik
yang bukan hanyanonverbal tapi lebih padake-
mampuan verba sebagai politis yang memang
dan harus melakukan komunikas politik.

Sdandari padaitu, penulisjugamengetahui
bahwaternyata setiap politisi memiliki minat
tersendiri dalam memasuki kancah politik ter-
masuk minat terhadap komis yang membidangi
kerjamereka. Asumsinyabahwakomisi tertentu
dengan mitrakerjatertentumemiliki pduanglebih
besar untuk mereguk hasil materi yang lebih be-
sar dari komig lainnya. Jadi itilah rgpat setengah
kamar dan pertemuan di panggung tengah antara
politis dan mitrakerjanyaseperti yang pernah
menyebabkan perkelahian. Bahwaadaistilah
“komisi basah dan kering” yang menyebabkan
terjadinyakecemburuan ketika merekameng-
inginkan beradadi komis basahternyatamaah
masuk atau dimasukkan kekomis kering.

Seperti diungkapkan oleh seorang anggota
DPRD Rokan Hulu bahwa: “ Sayaini berlatar
bel akang pendidikanilmusosid danilmu politik.
Tetapi sayaditempatkan di komis yang membi-
dangi pertanian, perikanan, peternakandanlan-
lain. Jadi seperti bumi dengan langit. Padahal

ketikasayadimintauntuk mengis formulir, saya
tidak memilihkomis ini. Sayamendugabebergpa
politisi sengajamenempatkan sayadi komisi
keringini karenamerekaberebut untuk duduk
di komisi basah. Alasan lain penempatan di
komis ini dilakukan karenadikhawatirkan saya
menjadi saingan dalam rangka mendapatkan
opini publik. Sehinggapoalitis yang sudehmerasa
eksisdisebuah komisi merasatakut tersaingi.
Dipanggung politik sayaditempatkan di komis
ini dan disarankan untuk menjadi tempat belgar.
Padaha menurut saya, di DPRD inikitasudah
masuk kepolitik praktisbukan lagi harusbdgar.”

K ekecawaan sal ah seorang anggotadewan
tersebut atas penempatan dirinyadi komis yang
menurutnyakering tadi mungkin menjadi sebuah
alasan pembenar untuk menilai merekayang
ditunjuknyaberadadi komis basah. Berdasarkan
pengaatan penulisbeberapapolitis yang disebut-
kan bahwamerekayang duduk di komis basah
tadi ternyatajugamemiliki skapyangjauhlebih
“dermawan” (sukamemberi uang kepadawarta-
wan dan paraaktivisorganisas mahasisvada
pemuda yang memang sering meminta dana
kepadamereka.

Bebergpakali peneliti memergoki seorang
politis daam rentang waktu antararuang sidang
dan kamar kecil ketikaiadiikuti olen wartawan
tertentu ke kamar kecil tetapi kemudian s war-
tawan tadi keluar lebih dahulu dari kamar kecil
tersebut sambil menyelipkan sesuatu kesaku
cdananya

Apayang ingin peneliti ungkapkan pada
pemaparan di atas adalah bahwa ciri pribadi
(karakteristik pribadi) politis baik yang positif
maupun negatif |ebih dominan mempengaruhi
perilaku politik di DPRD Rokan Hulu dari pada
karakteristik partai politik yang diwakilinya.
Makakemudian terjadi kehebohan dalam ba-
hasayang lebih vulgar bahwatel ah terjadi “ Per-
caloan di DPRD Rokan Hulu” karenakepen-
tingan pribadi politis yang melakukannya.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi komuni-
kas palitik antaraPemerintah Daerah dan DPRD
dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Rokan
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Hulu adalah peristiwvakomunikas politik yang
terjadi dalam penyampai an pesan-pesan politik
di DPRD Rokan Hulu dilakukan oleh politisi
tergantung padalatar belakang individual dan
pengalaman politik politis itu sendiri dantidak
sepenuhnyaterkait dengan latar bel akang kepar-
taian atau dari partai manapolitis ituberasal.
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